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PROVIilSI SI'MATERA SELATAN
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TENTANG

TATA CARA PELAPOMN KEMATIAN PENDUDUK
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 44
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, seliap kematian penduduk
wajib dilaporkan olch k€tua rukun t€tangga atan nama
lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelalsana
setempat paling tambat 30 (tiga puluh) hari sejak
tanBgal kematiafl;

bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas periu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaporar Kematian
Penduduk Datam Kabupaten Muara Enim Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 28 Talun 1959 tentang
Pembentukan Daerah fingkat II dan Kotapraja di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran
Negafa Republik Ifldoriesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentarg
Kewarganegaraan Republik Indonesia (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Mergingat

:b.

: 1.

2.



4.

6.

7.

8.

g.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
sebagaimana telah diubal dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 2013 Nomor 232, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5475):

Undalg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeiinta-han Daerah (Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahal Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telatr diubah dengan Peraturan Pemerinta-h Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Republik
Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Taiun 2014 tentang Pemerintahar Daerah
(Lembarcn Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO7 tentang
Pelaksaraan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk darr
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan
Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor
1 62/ MENKES/ PB I I I 20 lO ter,tar,g Pelaporan Kematian
dan Penyebab Kemalian;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2O1o

tentarg Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian
serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas
Registrasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 201O
tentang Formulir Dal Buku yang digunakan dalam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PELAPORAN KEMATIAN PENDUDUK DALAM
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2Oi5

KETENT11ABNIUMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang diEaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Instalsi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Muara Enim.
5. Desa adalai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingai
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berada di daerah.

6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten
Muara Enim dalam wilayah kefa kecamatan.

7. Rukun Tetangga atau Kepala Dusun untuk selanjutnya disebut RT atau
Kadus adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyaralat
setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyaratatan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam Penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan serta Pendayagunaan Hasilnya untuk Pelayanan Publik dan
Pembangunan Sektor 1ain.

9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat
tinggal di Indonesia.

10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan
hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dad pelayanan
Penda-ftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang
terstruktur sebagai hasil kegiatar Penda-ftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil.

12. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga
yang memuat data tentang nama, susunar dan hubungal dalam keluarga,
serta identitas anggota keluarga.

13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah
Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

14. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh
seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
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15. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan

Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelalsana yalg
pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangal.

16. Kematian adalah tidak adanya secara pernanen seluruh kehidupan pada

saat manapun setelah kelahirall hidup tedadi.
17. Data kematian penduduk yang dilaporkan adalah data penduduk Daerah

maupun penduduk luar Daerah yang telah memenuhi persyaratan

peraturan perundang-undargan da.rr telah terdaftar secaja administrasi

kependudukan melalui SIAK.

BAB II
PELAPORAN KEMATIAN

Pasal 2

Setiap kematian Penduduk wajib dilaporkan oleh ketua RT atau Kadus di
domi;iu Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
be-raasart<an laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat

Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan
Kutipan Akta Kematian.

(3) P€ncatata! kematian sebagaimala dimaksud pada ayat (2), dilakukan
berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

(4) Dalam hal te{adi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau

mali tetapi tidak ditemukan j etazahrrya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan

Sipil baru dilatcukan setelah adanya penetapan pengadilan.
(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, lnstansi

Pelaksana melakukal pencatatan kematian berdasarkal keterangan dari
kepolisian.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan darl tata cara pencatatan

kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanatan sesuai dengan

peraturan perundang-undangal yang berlaku.

BAB III

PERSYARATAN PELAPORAN KEMATIAN

Pasal 3

Pelaporan kematian sebagaimarta dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus

melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. surat pengantar dari Ketua RT/Kadus untuk mendapatkan Surat Keterangan

dari Kepala Desa / Lurah;
b. surat keterangan kematian dari dokter/perawat/bidar yang berwenang dari

fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
c. mengisi dan menandatangani formulir Pelaporan Kematiarr;

d. mengisi dan melandatangani formulir Surat Keterangan Kematian;

e. KK dan/atau KTP yallg bersalgkutan;
f. Surat Keterangan Catatan Kematiart dari Kepolisian dan Salina-n Penetapan

Pengadilan bagi kematian penduduk yang hilang atau tidak diketahui
jenazahnya.
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BAB IV

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Bagi Ketua RT dart Kadus yang melaporkan data kematian dengan

melampirkal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ke Instansi
Pelaksana secara tepat waktu diberikan ualg jasa per pelaporan kematian
dan uang transportasi (PP) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pembiayaan sebagaimana dima-ksud Pada ayat (1) dibebankan pada

Angga,ran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

,U'$J'I''

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara
Enim.
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PLT. SEKRETARIS DAERAH
MUARA ENIM

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2015 NOMOR 17

HASANUDIN


